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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun
1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
Undang - Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang, Tugasdan wewenang KPU Kota dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemiliran Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan
Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota
serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018,

Naskah Perjanjian Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 270/33/Bakesbangpol tanggal 28-04-2017
tentang Hibah Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun
2018 Pemilihan 270/PR.07-NK/32/Prov/IV/2017;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah
Kota Bekasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota
Bekasi Nomor : 819 Tahun 2017, Nomor : 55/PR.07-
NK/3275/KPU-Kot/VII/2017  tanggal 10-07-2017
tentang Pemberian Dana Hibah untuk
Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Bekasi Tahun 2018;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kota Bekasi Nomor :13/PP.02.3-BA/KPU-
Kot/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Walikota Dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI TAHUN 2018.

. Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Bekasi Tahun 2018 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

: Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor : 01/PP.02.3-

Kpt/3275/KPU-Kot/VII/2017 tanggal 7 Juli Tahun 2017
Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, Dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota
Bekasi Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi
pada tanggal : 18 Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI

ttd

UCU ASMARA SANDI

Salinan sesuai dengan aslinya




LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI

NOMOR : 13/PP.02.3-Kpt/ 3275/KPU-Kot/VII/2017

TANGGAL : 18 Juli 2017

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM,
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BEKASI TAHUN 2018

BAB
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 disusun
untuk melaksanakan Pasal 13 huruf a dan huruf b Undang- Undang 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kota dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota meliputi: merencanakan program
dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Pedoman Teknis ini disusun untuk mengatur hal-hal yang bersifat
khusus sebagaimana diamanatkan pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 dengan menguraikan secara lebih
rinci kegiatan yang dilaksanakan sebagai penjabaran tahapan dan
program.

KPU Kota Bekasi menyusun penjabaran tahapan terhadap Program
dan Kegiatan agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai
bagian dari pelaksanaan program dan tahapan dapat terencana dengan
baik.



Tahapan Pemilihan sebagai berikut:

a. tahapan persiapan;

b. tahapan penyelenggaraan.

Penjabaran Tahapan persiapan meliputi:

1. Perencanaan program dan anggaran, diuraikan dalam kegiatan:

a.
b
c.
d

€.

Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kota Bekasi;

. Koordinasi dan konsultasi dengan DPRD Kota Bekasi:

Koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi;

. Koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat;

Penyusunan laporan anggaran.

Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah

(NPHD), diuraikan dalam kegiatan:
a. Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
b. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan,

diuraikan dalam kegiatan:

a. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan KPU Provinsi;

b. Rapat Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis dan Keputusan.

Pedoman Teknis yang perlu disusun paling sedikit, meliputi :

1)

2)

3)

4)

S)

Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan;

Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan;

Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan, dan Tata Kerja
PPK, PPS, KPPS, dan Sekretariat PPK dan PPS;

Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar
Pemilih;

Pedoman Teknis Pencalonan;,



6) Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, dan Prosedur
Serta  Kebutuhan  Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;

7) Pedoman Teknis Kampanye;

8) Pedoman Teknis Laporan Dana Kampanye;

9) Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemilihan;

10) Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dan Penetapan Hasil Pemilihan; dan

11) Pedoman Teknis Penyelesaian Sengketa dan Perselisihan

Hasil Pemilihan.

Keputusan yang akan diterbitkan paling sedikit mengenai:

1.
2.

10.
11.

12.
13.
14,

Keputusan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
Keputusan Penetapan Jumlah Syarat Dukungan dan Sebaran
Dukungan Paling Sedikit Pasangan Calon Perseorangan;
Penetapan Jumlah Kursi dan/atau Suara Sah Pencalonan Partai
Politik dan/atau Gabungan Partai Politik;

Keputusan Tim Pemeriksa Kesehatan;

Keputusan Penunjukan Rumah Sakit;

Keputusan Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan
Calon;

Keputusan Pencalonan Pasca Sengketa (bila ada);

Keputusan Jadwal Kampanye;

Keputusan Lokasi Kampanye;

Keputusan Pemasangan Alat Peraga Kampanye,

Keputusan Pembatasan Jumlah Maksimal dan Sumber Dana
Kampanye;

Keputusan Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara; dan
Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih;

Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi (bila ada sengketa).



Pedoman Teknis dan Keputusan sesuai ketentuan diawali dengan
penyusunan Berita Acara yang dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU Kota
Bekasi. Penctapan Pedoman Teknis dan Keputusan termasuk Berita
Acara dalam pelaksanaan pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan.
Dalam hal tertentu yang bersifat operasional dilaksanakan penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Teknis yang dilaksanakan
oleh Kelompok Kerja.

Sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis, diuraikan dalam
kegiatan yang terprogram dan insidental disesuaikan dengan kebutuhan
atau apabila ada permintaan dari para pemangku kepentingan.

Penyelenggaraan sosialisasi pemilihan dilaksanakan sebagai bagian
dan upaya peningkatan kualitas pemilihan. Salah satu upaya
dilaksanakan dengan memperhatikan secara khusus pemberian
pelayanan bagi pemilih disabilitas. Strategi dan metode sosialisasi dan
bimbingan teknis secara umum akan dilaksanakan secara proporsional
dalam memberikan pelayanan bagi peserta dan terutama bagi seluruh
Pemilih termasuk pemilih disabilitas.

Sosialisasi diuraikan pada setiap tahapan kegiatan antara lain
dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Peresmian, Tatap Muka, Kemitraan,
Relawan Demokrasi, Media Cetak dan Elektronik, seperti kegiatan
Sosialisasi tahapan Pemilihan, Lomba Cipta Maskot dan Jingle, Tata Cara
Penyerahan Dukungan Perseorangan, Pendaftaran Pemilih, Kampanye,
Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi dan bentuk alat
peraga sosialisasi. Secara khusus sosialisasi bagi pemilih disabilitas
dengan mengutamakan pemanfaatan media Teknologi Informasi dan
Komunikasi.

Tahapan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS diatur dan dirancangkan
agar dalam pelaksanaannya memungkinkan PPK dapat diikutsertakan
dan terlibat secara aktif membantu KPU Kota dalam proses Pembentukan
PPS. Penetapan PPK didahulukan dari penetapan PPS. Hal ini bertujuan
untuk meningkatkan kualitas proses perekrutan penyelenggara Ad-Hoc,



dengan efektif dan efisien. Demikian juga dengan pembentukan KPPS
yang dibentuk oleh PPS.

Penjabaran tahapan Bimbingan Teknis diarahkan untuk menjamin
kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan tahapan sehingga
Bimbingan Teknis yang akan dilaksanakan meliputi Tugas, Fungsi, dan
Pengelolaan Keuangan PPK dan PPS, Pemutakhiran Daftar Pemilih di
tingkat PPK dan PPS, Verifikasi Faktual Calon Perseorangan oleh PPS,
Kampanye, Logistik, Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK, Pemungutan dan
Penghitungan Suara untuk PPS, Pemungutan dan Penghitungan Suara di
KPPS, Bimtek Penyelesaian Perselisihan Pemilihan (Badan Pengawas
Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata
Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi, dan Lembaga penyelesaian
sengketa lainnya).

Pelayanan terhadap pemantauan Pemilihan dilaksanakan sesuai
PKPU dalam waktu yang cukup yaitu tanggal 12 Oktober 2017 sampai
dengan 31 Juli 2018 dengan uraian kegiatan Pengumuman Pendaftaran
Pemantau, Penerimaan berkas pendaftaran pemantau, Penelitian berkas
pemantau, Penetapan akreditas pemantau, Penyerahan Sertifikat
Akreditasi dan Tanda Pengenal, Penyerahan Laporan Pemantau
Pemilihan. Terhadap pemantau yang mendaftar dilaksanakan sosialisasi
dan penyamaan persepsi akan tugas dan fungsi masing-masing
pemantau.

Penjabaran Tahapan Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih
Pemilihan (DP4) meliputi: Penerimaan DP4, Analisis DP4, Sinkronisasi
DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir, Penyampaian
Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi kepada KPU Kota Bekasi,
Pengumuman Hasil Analisis DP4,

Kegiatan pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih meliputi:
Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Bekasi dan penyampaian
kepada PPS, Menyusun Data Pemilih berdasarkan DP4 menjadi Model A,



Mencetak data pemilih Model A, Menyampaikan hardcopy dan softcopy
Model A kepada PPDP melalui PPK dan PPS.

Pemutakhiran Data Pemilih meliputi: Pencocokan dan Penelitian,
Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Rekapitulasi Daftar
Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kelurahan dan Penyampaiannya
beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke PPK, Rekapitulasi Daftar
Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan, Rekapitulasi Daftar
Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kota untuk Ditetapkan Sebagai
Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penyampaian DPS kepada PPS,
Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS, Perbaikan DPS,
Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kelurahan dan
penyampaiannya beserta DPS Hasil Perbaikan kepada PPK, Rekapitulasi
DPS Hasil Perbaikan tingkat Kecamatan.

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) meliputi kegiatan Rekapitulasi
DPS hasil perbaikan tingkat Kota untuk ditetapkan sebagai DPT,
Penyampaian DPT kepada PPS, Pengumuman DPT oleh PPS.
Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh). Penyusunan Daftar Pemilih
Tetap Tambahan (DPTb), Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam
DPT serta penyusunan DPTb, Rekapitulasi DPTb tingkat Kelurahan dan
Penyampaiannya beserta DPTb oleh PPS kepada PPK, Rekapitulasi DPTb
tingkat kecamatan, Rekapitulasi dan penetapan DPTb tingkat Kota,
Penyampaian DPTb kepada PPS, Pengumuman DPTb oleh PPS.

Penjabaran Tahapan Pencalonan dilaksanakan secara lebih teknis
dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap
uraian kegiatan, meliputi penyerahan dan penelitian syarat dukungan
Pasangan Calon perseorangan, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian
Syarat Pasangan Calon, Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian
Nomor Urut.

Penjabaran Tahapan Kampanye meliputi: Penetapan Jadwal

Kampanye, penyusunan desain bahan dan alat peraga kampanye,



Pembuatan, Pemasangan, Penyebaran bahan dan alat peraga, iklan
kampanye dan pelaksanaan debat calon.

Penjabaran Tahapan Pelaporan dan Audit Dana Kampanye meliputi:
bimtek penyusunan Laporan Dana Kampanye, penetapan besaran belanja
dana kampanye dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP),
Penetapan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor, Penyerahan Hasil
Audit Dana Kampanye.

Penjabaran Tahapan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan
pemungutan dan penghitungan suara, meliputi: Pedoman Teknis
Penetapan Norma, Standar, dan Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan
dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan, disusun
dalam penyusunan Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, serta Standar
Operasional Prosedur Pendistribusian.

Penjabaran Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara,
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dan Penetapan Pasangan Calon
terpilih dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) setiap tahapan tersebut untuk masing-masing tingkatan.

Penjabaran Tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dilaksanakan
dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan
penanganan PHP.

Penjabaran Tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan dilaksanakan
dalam Standar Operasional Prosedur Penyusunan Evaluasi dan

Pelaporan.

Maksud dan Tujuan
1. Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:
a. Bagi penyelenggara sebagai acuan dalam pelaksanaan Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan;
b. Bagi peserta dan masyarakat sebagai informasi dan Pendidikan

politik tentang rangkaian kegiatan pemilihan.



